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GUBERNUR PAPUA
PERATURAN  GUBERNUR  PAPUA

NOMOR  65  TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah

Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2019,

perlu diatur mengenai penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah

sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Papua Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur

Papua tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Papua Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang

Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan

Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2907);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985

Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3988);



4. Undang-Undang ........../2
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4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari

Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4884);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan ........./3
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4574);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistim

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4585);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang

Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah

Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 123);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang

Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6197);

23. Peraturan ........../4
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

25. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan

Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua dan Papua

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 60);

26. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24);

27. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2019

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun

2019 Nomor 1);

28. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 8 Tahun 2019

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi

Papua Tahun 2019 Nomor 8);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 310);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah

dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

33. Peraturan ........../5
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33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah

Serta Pelaksanaan Pertanggungjawaban Dana Operasional

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

1067);

34. Peraturan Gubernur Papua Nomor 4A Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua (Berita

Daerah Provinsi Papua Tahun 2014 Nomor 4A)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur

Papua Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Peraturan Gubernur Papua Nomor 4A Tahun 2014

Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua

(Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2014 Nomor 35);

35. Peraturan Gubernur Papua Nomor 4B Tahun 2014 tentang

Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi

Papua Tahun 2014 Nomor 4B);

36. Peraturan Gubernur Papua Nomor 4C Tahun 2014 tentang

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua (Berita

Daerah Provinsi Papua Tahun 2014 Nomor 4C),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur

Papua Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Peraturan Gubernur Papua Nomor 4C Tahun 2014 Tentang

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua (Berita

Daerah Provinsi Papua Tahun 2014 Nomor 34);

37. Peraturan Gubernur Papua Nomor 36 Tahun 2014 tentang

Penyisihan Piutang Tak Tertagih dan Penyusutan Aset

Tetap (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2014 Nomor

36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur

Papua Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang

Tak Tertagih dan Penyusutan Aset Tetap (Berita Daerah

Provinsi Papua Tahun 2015 Nomor 5);



38. Peraturan Gubernur Papua Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Papua

Tahun 2019 Nomor 1);

39. Peraturan Gubernur Papua Nomor 24 Tahun 2019 tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi

Papua Tahun 2019 Nomor 24);

40. Peraturan Gubernur Papua Nomor 56 Tahun 2019 tentang

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua (Berita

Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 56);

41. Peraturan Gubernur Papua Nomor 57 Tahun 2019 tentang

Penyisihan Piutang Tak Tertagih, Penyusutan Aset Tetap

dan Amortisasi (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2019

Nomor 57);

42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-3719 Tahun

2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Provinsi Papua tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua

Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Gubernur

Papua tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Papua Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN

ANGGARAN 2019.

Pasal ........./6
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Pasal  1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp  2.027.638.465.326,97

b. Dana Perimbangan Rp  4.522.405.712.374,00

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Rp  8.689.892.755.518,00

Jumlah Pendapatan Rp15.239.936.933.219,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp  2.100.951.256.026,00

2) Belanja Bunga Rp                             0,00

3) Belanja Subsidi Rp                             0,00

4) Belanja Hibah Rp  1.613.095.350.495,00

5) Belanja Bantuan Sosial Rp       60.778.240.000,00

6) Belanja Bagi Hasil Rp     828.799.492.988,00

7) Belanja Bantuan Keuangan Rp  2.290.235.705.220,00



8) Belanja Tidak Terduga Rp       15.000.848.783,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp  6.908.860.893.512,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp     263.957.320.138,00

2) Belanja Barang dan Jasa Rp  4.012.305.795.609,79

3) Belanja Modal Rp  2.236.551.423.150,79

Jumlah Belanja Langsung Rp  6.512.814.538.898,58

Jumlah Belanja (a + b) Rp13.421.675.432.410,60

Surplus Rp  1.818.261.500.808,39

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp  1.030.924.455.601,62

b. Pengeluaran Rp     103.878.455.560,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp     927.046.000.041,62

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp

2.745.307.500.850,01

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal ........./7

- 7 -

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura

pada tanggal 21 Oktober 2020

GUBERNUR PAPUA,

CAP/TTD

LUKAS ENEMBE, SIP, MH



Diundangkan di Jayapura

pada tanggal 22 Oktober 2020

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua

CAP/TTD

DOREN WAKERKWA, SH

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2020 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH

NIP. 19661202 198603 1 002


